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ABSTRACT 

Legal science as a dynamic discipline continues to face demands for adaptation to rapid 

social changes. This article reflects on conventional legal research methodologies and proposes 

a new paradigm that is more responsive to contemporary social issues, such as structural 

injustice, digitalization, and environmental sustainability. Through a reflective-critical 

approach, this research analyzes the limitations of traditional normative and empirical methods, 

and explores interdisciplinary integration with social sciences, anthropology, and technology. 

The proposed new paradigm emphasizes community participation, research ethics, and the 

tangible social impact of legal studies. The results indicate that socially responsive legal 

methodologies can strengthen the role of legal science in shaping inclusive policies and social 

transformation. This article contributes to the development of more contextual and justice-

oriented legal methodologies. 

Keywords: legal methodology, research paradigm, social responsiveness, interdisciplinary legal 

science, critical reflection, social transformation 

 

ABSTRAK 

 Ilmu hukum sebagai disiplin yang dinamis terus menghadapi tuntutan adaptasi 

terhadap perubahan sosial yang pesat. Artikel ini merefleksikan metodologi penelitian hukum 

konvensional dan mengusulkan paradigma baru yang lebih responsif terhadap isu sosial 

kontemporer, seperti ketidakadilan struktural, digitalisasi, dan keberlanjutan lingkungan. 

Melalui pendekatan reflektif-kritis, penelitian ini menganalisis keterbatasan metode normatif 

dan empiris tradisional, serta mengeksplorasi integrasi interdisipliner dengan ilmu sosial, 

antropologi, dan teknologi. Paradigma baru yang diusulkan menekankan partisipasi 

masyarakat, etika penelitian, dan dampak sosial nyata dari kajian hukum. Hasilnya 

menunjukkan bahwa metodologi hukum yang responsif sosial dapat memperkuat peran ilmu 

hukum dalam membentuk kebijakan inklusif dan transformasi sosial. Artikel ini berkontribusi 

pada pengembangan metodologi hukum yang lebih kontekstual dan berorientasi pada 

keadilan. 

Kata kunci: metodologi hukum, paradigma penelitian, responsivitas sosial, ilmu hukum 

interdisipliner, refleksi kritis, transformasi sosial 

 

PENDAHULUAN 

Ilmu hukum, sebagai cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari norma-

norma dan institusi hukum, telah lama menjadi pondasi bagi pemahaman dan 

penyelesaian konflik sosial. Namun, di tengah dinamika globalisasi, digitalisasi yang 
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pesat, dan berbagai krisis sosial—mulai dari pandemi COVID-19, perubahan iklim, 

hingga ketidaksetaraan ekonomi dan sosial yang semakin melebar—metodologi 

penelitian hukum konvensional semakin diuji kemampuannya untuk tetap relevan 

dan memberikan solusi adaptif. Paradigma normatif yang berfokus pada analisis teks 

undang-undang dan doktrin hukum, serta pendekatan empiris yang mengandalkan 

data kuantitatif, seringkali gagal menangkap kompleksitas isu sosial yang 

multidimensi dan interkonektif. 

Perkembangan teknologi, khususnya kecerdasan buatan (AI) dan big data, 

telah mengubah lanskap interaksi manusia, menciptakan bentuk-bentuk pelanggaran 

baru, dan menuntut kerangka regulasi yang adaptif. Di sisi lain, isu-isu lingkungan dan 

hak asasi manusia global menuntut pendekatan hukum yang tidak hanya melihat 

pada dimensi legal-formal, tetapi juga pada aspek keadilan ekologis dan keadilan 

sosial. Dalam konteks Indonesia, sebagai negara dengan keragaman budaya, 

pluralisme hukum, dan tantangan hukum yang unik—seperti konflik agraria yang 

melibatkan masyarakat adat, perlindungan hak digital, atau isu korupsi yang 

sistemik—ilmu hukum harus lebih responsif terhadap konteks lokal dan global. 

Metodologi yang hanya berpusat pada teks hukum atau data permukaan tidak lagi 

memadai untuk menjawab persoalan-persoalan tersebut. 

Refleksi metodologis menjadi krusial untuk merevitalisasi ilmu hukum, agar 

tidak terjebak dalam positivisme hukum yang kaku, melainkan mampu berkontribusi 

pada responsivitas sosial yang lebih inklusif, adaptif, dan transformatif. Penelitian ini 

lahir dari kebutuhan tersebut, dengan mengeksplorasi paradigma baru yang 

mengintegrasikan elemen kritis dan interdisipliner, serta berpusat pada pemahaman 

mendalam tentang dampak hukum terhadap masyarakat. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah yang 

akan dibahas dalam artikel ini adalah sebagai berikut: 

1. Apa saja keterbatasan esensial metodologi penelitian hukum konvensional 

(normatif dan empiris) dalam menghadapi isu sosial kontemporer yang 

kompleks dan multidimensi? 

2. Bagaimana kerangka paradigma baru metodologi hukum yang lebih responsif 

sosial dapat dirumuskan dan dikembangkan, dengan mempertimbangkan 

integrasi interdisipliner dan etika transformatif? 

3. Apa saja implikasi dan tantangan utama dalam penerapan paradigma baru 

metodologi hukum responsif sosial (MHRS) terhadap pengembangan ilmu 

hukum di Indonesia, termasuk pendidikan dan praktik penelitian? 

 

Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Melakukan refleksi mendalam dan kritik konstruktif terhadap asumsi dasar 

serta keterbatasan metodologi penelitian hukum tradisional dalam 

merespons tantangan sosial global dan lokal. 
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2. Mengusulkan dan merinci kerangka konseptual Metodologi Hukum Responsif 

Sosial (MHRS) sebagai paradigma penelitian baru yang mengedepankan 

partisipasi, etika reflektif, dan orientasi transformatif. 

3. Menganalisis potensi aplikasi dan implikasi praktis MHRS dalam berbagai 

kajian hukum kontemporer di Indonesia, serta mengidentifikasi tantangan 

yang mungkin muncul dalam penerapannya di lingkungan akademik dan 

praktik hukum. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian reflektif-kritis terhadap 

perkembangan metodologi ilmu hukum. Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis 

secara mendalam dan mengevaluasi keterbatasan metodologi penelitian hukum 

konvensional (normatif-dogmatis dan empiris-sosiologis) dalam merespons 

dinamika isu sosial kontemporer. 

Adapun langkah-langkah metodologis yang ditempuh meliputi: 

- Analisis Normatif-Dogmatis: Dilakukan penelaahan terhadap literatur dan 

doktrin hukum klasik serta peraturan perundang-undangan, untuk memahami 

asumsi dasar, karakteristik, dan lingkup analisis metodologi konvensional. 

- Analisis Empiris-Sosiologis: Kajian terhadap literatur yang berfokus pada 

pendekatan empiris dalam ilmu hukum, untuk mengidentifikasi kekuatan dan 

kelemahan dalam menangkap realitas hukum di masyarakat. 

- Pendekatan Interdisipliner: Integrasi perspektif dari berbagai disiplin ilmu sosial, 

humaniora, dan teknologi, yang dilakukan melalui sintesis literatur sekunder. Hal 

ini bertujuan untuk memperkaya pemahaman terhadap isu-isu lintas sektoral 

seperti digitalisasi, keadilan lingkungan, dan hak asasi manusia. 

- Refleksi Etis dan Konseptual: Penggunaan penalaran filosofis dan etis untuk 

mengkritisi asumsi objektivitas, implikasi moral, serta akuntabilitas penelitian 

hukum. Dari refleksi ini, dirumuskanlah kerangka konseptual Metodologi Hukum 

Responsif Sosial (MHRS) yang menekankan partisipasi aktif, etika reflektif, dan 

orientasi transformatif. 

- Studi Kasus Ilustratif: Penerapan konseptual MHRS diilustrasikan melalui studi 

kasus hipotetis di Indonesia, seperti perlindungan hak digital, keadilan 

lingkungan, dan reformasi peradilan pidana, untuk menunjukkan potensi 

relevansi dan dampak transformatif dari paradigma baru yang diusulkan. 

Melalui metode ini, penelitian ini berupaya tidak hanya mengkritik, tetapi 

juga menawarkan kerangka metodologi yang lebih adaptif, inklusif, dan berorientasi 

pada keadilan sosial. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Refleksi atas Metodologi Hukum Konvensional 

Metodologi penelitian hukum konvensional, yang telah mendominasi 

diskursus akademik selama berabad-abad, secara garis besar terbagi menjadi dua 

pendekatan utama: normatif-dogmatis dan empiris-sosiologis. Masing-masing 
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memiliki karakteristik, kekuatan, dan keterbatasannya sendiri dalam memahami 

fenomena hukum. 

1. Karakteristik Pendekatan Normatif-Dogmatis 

Pendekatan normatif-dogmatis, sering disebut juga sebagai penelitian hukum 

doktrinal atau penelitian perpustakaan (library research), adalah jantung dari ilmu 

hukum tradisional, khususnya di sistem hukum kontinental seperti Indonesia. 

Pendekatan ini berpegang teguh pada asumsi bahwa hukum adalah sistem norma 

yang koheren, logis, dan otonom. Karakteristik utamanya meliputi: 

1. Fokus pada Teks Hukum: Objek utama penelitian adalah teks-teks hukum 

formal, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, 

dan doktrin hukum dari para sarjana terkemuka. 

2. Analisis Logis-Sistematis: Metode yang digunakan adalah interpretasi 

(gramatikal, historis, sistematis, teleologis), konstruksi hukum, dan analogi 

untuk menemukan makna dan hubungan antar norma. Tujuannya adalah 

untuk membangun argumentasi hukum yang konsisten secara internal. 

3. Pendekatan Preskriptif: Penelitian ini cenderung bersifat preskriptif, yakni 

menentukan "apa yang seharusnya" secara hukum berdasarkan norma yang 

berlaku, bukan "apa yang terjadi" di masyarakat. 

4. Sumber Hukum Formal: Hanya mengakui sumber-sumber hukum formal 

yang dikeluarkan oleh otoritas negara, seperti konstitusi, undang-undang, 

dan yurisprudensi, serta kadang-kadang perjanjian internasional yang telah 

diratifikasi. 

5. Aplikasi di Indonesia: Di Indonesia, pendekatan ini sangat dominan, terutama 

dalam kajian tentang perbandingan hukum, penemuan hukum 

(rechtvinding), dan penafsiran undang-undang. Contohnya adalah analisis 

mendalam terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau 

Undang-Undang Dasar 1945. 

 

2. Karakteristik Pendekatan Empiris-Sosiologis 

Seiring dengan perkembangan ilmu sosial pada abad ke-20, muncul 

pendekatan empiris-sosiologis dalam ilmu hukum, yang berusaha melihat hukum "in 

action" dan bukan hanya "law in the books". Pendekatan ini melihat hukum sebagai 

bagian integral dari fenomena sosial. Karakteristik utamanya meliputi: 

1. Fokus pada Realitas Sosial: Objek penelitian adalah perilaku masyarakat 

terkait hukum, efektivitas hukum di lapangan, dan interaksi antara hukum 

dengan lembaga-lembaga sosial lainnya. 

2. Metode Pengumpulan Data: Menggunakan metode ilmu sosial seperti survei, 

wawancara, observasi, dan analisis statistik untuk mengumpulkan data 

kuantitatif maupun kualitatif. 

3. Pendekatan Deskriptif dan Eksplanatif: Cenderung bersifat deskriptif, 

menjelaskan fenomena hukum di masyarakat, dan kadang-kadang bersifat 

eksplanatif, mencari hubungan sebab-akibat antara hukum dan variabel 

sosial lainnya. 
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4. Sumber Data Faktual: Mengandalkan data faktual dari lapangan, bukan hanya 

teks hukum formal. Ini bisa berupa data demografi, statistik kriminalitas, 

persepsi masyarakat terhadap hukum, atau catatan kasus pengadilan. 

5. Aplikasi di Indonesia: Pionir sosiologi hukum seperti Satjipto Rahardjo telah 

memperkenalkan dan mengembangkan pendekatan ini di Indonesia, dengan 

kajian-kajian tentang efektivitas penegakan hukum, kesadaran hukum 

masyarakat, dan peran hukum dalam pembangunan. 

 

3. Perbandingan dan Keterbatasan Fundamental 

Meskipun kedua pendekatan ini tampak kontras, keduanya memiliki 

keterbatasan fundamental dalam memahami hukum secara holistik dan responsif: 

1. Kesenjangan "Law in the Books" vs. "Law in Action": Pendekatan normatif 

seringkali terlalu idealis dan terlepas dari realitas empiris, sementara 

pendekatan empiris kadang terlalu pragmatis dan kurang memperhatikan 

legitimasi normatif hukum. 

2. Kurangnya Dimensi Kritis-Transformatif: Baik normatif maupun empiris 

cenderung menerima status quo hukum. Normatif memfokuskan pada 

interpretasi sistem yang ada, sementara empiris mendeskripsikan apa yang 

terjadi tanpa secara inheren mempertanyakan struktur kekuasaan atau 

ketidakadilan yang direproduksi oleh hukum. 

3. Isolasi Disipliner: Keduanya cenderung terisolasi dari disiplin ilmu lain. 

Normatif dengan dogma hukumnya, empiris dengan metode ilmu sosial yang 

kadang minim pemahaman mendalam tentang filosofi hukum. Isolasi ini 

menyebabkan hukum gagal menangkap perspektif yang lebih luas, misalnya 

dari etika, ekonomi politik, atau ekologi, yang sangat relevan untuk isu-isu 

kontemporer. 

4. Subjektivitas Tersembunyi: Meskipun positivisme hukum normatif 

mengklaim objektivitas, pilihan interpretasi dan fokus analisis seringkali 

secara tidak sadar dipengaruhi oleh pandangan peneliti atau kepentingan 

institusional. Demikian pula, data empiris yang dikumpulkan seringkali 

mencerminkan bias dalam desain penelitian atau metode sampling. 

5. Refleksi ini menegaskan bahwa untuk menghadapi kompleksitas isu hukum 

di era modern, ilmu hukum memerlukan suatu sintesis yang melampaui 

dikotomi tradisional, menuju metodologi yang lebih terintegrasi dan secara 

inheren berorientasi pada responsivitas sosial. 

 

B. Keterbatasan Paradigma Tradisional dalam Konteks Sosial Kontemporer 

Keterbatasan metodologi hukum konvensional menjadi semakin nyata ketika 

dihadapkan pada kompleksitas isu sosial dan teknologi kontemporer. Paradigma 

yang terlalu fokus pada aspek formal atau deskriptif hukum gagal menangkap 

dinamika, akar masalah, dan potensi solusi transformatif. 

1. Abstraksi dari Realitas Sosial dan Kehilangan Konteks 

Paradigma tradisional, khususnya normatif-dogmatis, cenderung 

mengabstraksikan hukum dari konteks sosial, budaya, ekonomi, dan politik di mana 
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hukum tersebut beroperasi. Hukum dilihat sebagai entitas mandiri yang dapat 

dipahami secara internal. 

Formalisme yang Mengabaikan Dampak: Pendekatan formalistik cenderung 

mengevaluasi hukum berdasarkan konsistensinya dengan norma lain atau preseden, 

tanpa secara mendalam menganalisis dampak hukum terhadap kehidupan nyata 

masyarakat, terutama kelompok rentan. Misalnya, pengesahan undang-undang baru 

dapat dilihat sebagai sukses dari sudut pandang legislatif, tetapi bisa jadi destruktif 

bagi kelompok tertentu yang tidak terwakili dalam proses pembentukannya. 

Kesenjangan Budaya dan Pluralisme Hukum: Di Indonesia, dengan pluralisme hukum 

yang kental (hukum adat, hukum agama, hukum positif), pendekatan normatif 

seringkali kesulitan memahami bagaimana norma-norma ini berinteraksi, berkonflik, 

atau saling melengkapi di tingkat masyarakat. Studi hanya pada hukum positif akan 

kehilangan kekayaan konteks hukum yang hidup. 

Dinamika Cepat Isu Kontemporer: Isu-isu seperti kejahatan siber, regulasi AI, atau 

perubahan iklim bergerak jauh lebih cepat daripada proses legislasi dan interpretasi 

hukum tradisional. Abstraksi dari realitas ini membuat hukum tertinggal dan tidak 

relevan dalam memberikan perlindungan atau keadilan yang efektif. 

 

2. Kegagalan Mengatasi Isu Hukum Lintas Sektoral (Cross-Cutting Issues) 

Banyak tantangan hukum modern bersifat lintas sektoral, melampaui batas-

batas kategori hukum tradisional (pidana, perdata, administrasi, dll.) dan 

memerlukan pemahaman dari berbagai disiplin ilmu. 

Perlindungan Lingkungan: Isu lingkungan seperti deforestasi atau pencemaran air 

tidak hanya melibatkan hukum lingkungan, tetapi juga hukum agraria, hak asasi 

manusia, hukum pidana, bahkan ekonomi politik. Pendekatan terfragmentasi akan 

gagal melihat gambaran besar tentang akar penyebab dan solusi komprehensif. 

Hak Digital dan AI: Pengaturan AI melibatkan etika, teknologi informasi, hak privasi, 

kebebasan berekspresi, hukum kekayaan intelektual, dan potensi diskriminasi 

algoritmik. Metodologi yang hanya berfokus pada satu cabang hukum (misalnya, 

hukum telekomunikasi) tidak akan mampu merangkul kompleksitas ini. Diperlukan 

dialog dengan ilmu komputer, filsafat, dan sosiologi. 

Keadilan Restoratif: Konsep keadilan restoratif, yang semakin banyak diterapkan 

dalam sistem peradilan pidana, memerlukan pemahaman psikologi korban, dinamika 

komunitas, dan mediasi, yang melampaui kerangka normatif hukum pidana 

tradisional yang retributif. 

 

3. Tantangan Etika dan Akuntabilitas dalam Penelitian 

Keterbatasan paradigma tradisional juga muncul dalam dimensi etika dan 

akuntabilitas penelitian hukum itu sendiri. 

Objektivitas yang Dipertanyakan: Klaim objektivitas dalam penelitian hukum 

seringkali menyembunyikan asumsi nilai dan bias peneliti. Penelitian yang tidak 

reflektif terhadap posisi dan perspektifnya sendiri dapat secara tidak sadar 

memperkuat narasi dominan atau mengabaikan suara-suara marginal. 
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Eksploitasi Subjek Penelitian: Dalam penelitian empiris, terutama yang melibatkan 

komunitas rentan, ada risiko eksploitasi jika peneliti hanya mengambil data tanpa 

memberikan manfaat atau tanpa partisipasi aktif dari komunitas tersebut dalam 

perumusan masalah dan solusi. 

Minimnya Dampak Transformatif: Penelitian hukum yang hanya berakhir di laporan 

atau publikasi jurnal tanpa upaya untuk mengkomunikasikan hasil kepada pembuat 

kebijakan, masyarakat, atau pihak yang terdampak, akan kehilangan relevansinya 

sebagai agen perubahan sosial. Hukum menjadi sekadar objek studi akademis, bukan 

alat untuk keadilan. 

Keterbatasan-keterbatasan ini menggarisbawahi urgensi untuk merumuskan 

paradigma metodologi hukum baru yang lebih holistik, interdisipliner, etis, dan 

secara inheren berorientasi pada responsivitas sosial dan transformasi. 

 

C. Paradigma Baru: Metodologi Hukum Responsif Sosial (MHRS) 

Menanggapi keterbatasan paradigma tradisional, artikel ini mengusulkan 

"Metodologi Hukum Responsif Sosial" (MHRS) sebagai kerangka kerja baru yang 

tidak hanya memahami hukum tetapi juga berupaya membentuknya secara lebih adil 

dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. MHRS adalah sintesis yang melampaui 

dikotomi normatif dan empiris, dengan menyertakan dimensi kritis, interdisipliner, 

partisipatif, dan transformatif. 

1. Pilar MHRS: Partisipasi Aktif, Etika Reflektif, dan Orientasi Transformatif 

MHRS dibangun di atas tiga pilar utama yang saling terkait dan memperkuat: 

Partisipasi Aktif sebagai Co-Researcher: Pilar ini menolak gagasan subjek penelitian 

pasif. MHRS mendorong peneliti untuk melibatkan pihak-pihak yang terdampak 

hukum—seperti komunitas adat, kelompok minoritas, korban kejahatan, atau aktivis 

sosial—sebagai "co-researcher" sejak tahap perumusan masalah, pengumpulan data, 

analisis, hingga diseminasi hasil. Metode yang dapat digunakan termasuk penelitian 

aksi partisipatif (PAR), fokus grup diskusi deliberatif, atau lokakarya berbasis 

komunitas. Ini memastikan bahwa perspektif lokal dan pengalaman hidup 

terintegrasi dalam analisis hukum, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih 

kaya dan solusi yang lebih kontekstual. 

Etika Reflektif dalam Setiap Tahapan Penelitian: MHRS menuntut etika yang lebih 

dari sekadar kepatuhan pada prosedur. Ini melibatkan refleksi berkelanjutan 

terhadap posisi peneliti, bias potensial, hubungan kekuasaan antara peneliti dan 

subjek, serta potensi dampak penelitian terhadap individu dan komunitas. Etika 

reflektif juga berarti mempertimbangkan isu keadilan prosedural dan distributif 

dalam proses penelitian itu sendiri. Misalnya, dalam penelitian tentang hak atas 

tanah, peneliti harus sadar akan perannya sebagai "orang luar" dan memastikan 

bahwa proses penelitian tidak memperburuk konflik atau merugikan komunitas. 

Orientasi Transformatif: Hukum sebagai Agen Perubahan Sosial: Pilar ini menggeser 

tujuan penelitian hukum dari sekadar deskripsi atau kritik menjadi aksi nyata untuk 

perubahan. Hasil penelitian MHRS tidak hanya berupa publikasi, tetapi juga 

rekomendasi kebijakan yang actionable, advokasi, pendidikan publik, atau bahkan 

intervensi hukum strategis. Hukum dilihat sebagai alat untuk mencapai keadilan 
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sosial, bukan hanya sebagai sistem norma yang statis. Ini berarti peneliti harus 

memiliki pemahaman tentang teori perubahan sosial, strategi advokasi, dan dialog 

dengan pembuat kebijakan serta aktor-aktor masyarakat sipil. 
 

2. Integrasi Interdisipliner: Konvergensi Ilmu Hukum dengan Ilmu Sosial dan 

Humaniora 

Salah satu kekuatan utama MHRS adalah kemampuannya untuk 

mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu, memecah dinding isolasi yang sering 

membatasi ilmu hukum. 

Hukum dan Antropologi/Sosiologi: Menggabungkan pemahaman tentang norma 

formal dengan praktik sosial (law in action), budaya hukum, dan pluralisme hukum. 

Ini esensial untuk memahami isu-isu seperti hak adat, praktik penyelesaian sengketa 

informal, atau respons masyarakat terhadap hukum baru. 

Hukum dan Filsafat/Etika: Memberikan landasan normatif yang kuat untuk 

mengevaluasi hukum, tidak hanya dari segi legalitas tetapi juga moralitas dan 

keadilan. Ini sangat relevan dalam isu-isu etika baru seperti bioetika atau etika AI. 

Hukum dan Ekonomi/Politik: Memahami struktur kekuasaan, kepentingan ekonomi, 

dan dinamika politik yang membentuk dan dipengaruhi oleh hukum. Analisis ini 

membantu mengungkap akar masalah ketidakadilan struktural dan desain kebijakan 

yang lebih efektif. 

Hukum dan Ilmu Lingkungan/Ekologi: Penting untuk memahami krisis ekologi dan 

perumusan kebijakan lingkungan yang berkelanjutan, dengan menggabungkan 

prinsip-prinsip ekologi dengan hak asasi manusia dan keadilan lingkungan. 

 

3. Peran Teknologi dalam MHRS: Big Data, AI, dan Digital Humanities 

MHRS juga merangkul potensi teknologi sebagai alat, bukan hanya objek 

penelitian. 

Analisis Big Data: Digunakan untuk mengidentifikasi pola-pola sosial yang luas terkait 

perilaku hukum, efektivitas kebijakan, atau disparitas dalam penegakan hukum. 

Misalnya, analisis data putusan pengadilan atau laporan kejahatan untuk 

mengungkap bias sistemik. 

Kecerdasan Buatan (AI) dan Machine Learning: Dapat digunakan untuk membantu 

dalam klasifikasi dokumen hukum, prediksi hasil kasus (dengan catatan etis yang 

ketat), atau bahkan simulasi dampak kebijakan baru. Namun, penggunaan AI juga 

harus disertai dengan refleksi kritis terhadap bias algoritmik dan transparansi. 

Digital Humanities dan Legal History: Pemanfaatan teknik digital untuk mengkaji 

arsip hukum, dokumen historis, dan narasi budaya secara lebih efisien dan 

mendalam, yang dapat mengungkap evolusi hukum dan dampaknya sepanjang 

waktu. 

Platform Kolaboratif Digital: Memfasilitasi partisipasi dan kolaborasi antar peneliti, 

komunitas, dan pembuat kebijakan secara global, membuka ruang untuk pertukaran 

pengetahuan yang lebih luas. 

Integrasi teknologi dalam MHRS tidak berarti menggantikan peran manusia, 

melainkan memperkuat kapasitas peneliti dalam menganalisis data kompleks dan 
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mencapai pemahaman yang lebih komprehensif, selalu dengan pengawasan etis dan 

tujuan responsivitas sosial. 

 

D. Aplikasi Paradigma Baru dalam Kajian Hukum Kontemporer di Indonesia 

Penerapan Metodologi Hukum Responsif Sosial (MHRS) di Indonesia dapat 

memberikan kontribusi signifikan dalam mengatasi berbagai tantangan hukum 

kontemporer. Berikut adalah beberapa studi kasus potensial yang mengilustrasikan 

bagaimana MHRS dapat diterapkan. 

1. Studi Kasus: Perlindungan Hak Digital dan Data Pribadi 

Isu hak digital dan perlindungan data pribadi menjadi semakin mendesak di 

Indonesia dengan adopsi UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi 

(UU PDP) dan masifnya penggunaan platform digital. 

Pendekatan Tradisional: Studi konvensional mungkin akan menganalisis UU PDP 

secara normatif, membandingkannya dengan GDPR Eropa, atau melakukan survei 

kuantitatif tentang tingkat kesadaran masyarakat terhadap hak-hak data mereka. 

Pendekatan MHRS: 

1. Partisipasi Aktif: Peneliti akan melibatkan digital activists, korban 

penyalahgunaan data pribadi, atau perwakilan dari perusahaan teknologi 

kecil dan menengah dalam lokakarya atau wawancara mendalam. Ini akan 

mengungkap pengalaman langsung mereka tentang tantangan implementasi 

UU PDP, kesenjangan dalam perlindungan, dan kebutuhan praktis. 

2. Etika Reflektif: Mengkaji bagaimana data pribadi digunakan oleh pemerintah 

atau korporasi, termasuk dampak sosial dari pengawasan digital. Ini juga 

mencakup diskusi etis tentang AI dalam pengolahan data dan potensi bias 

algoritmik yang dapat merugikan kelompok tertentu (misalnya, identifikasi 

wajah untuk penegakan hukum yang bias rasial atau gender). 

3. Integrasi Interdisipliner: Menggabungkan analisis normatif UU PDP dengan 

kajian ilmu komunikasi (untuk memahami literasi digital masyarakat), 

sosiologi (untuk melihat pola penggunaan media sosial dan risiko privasi), 

serta ilmu komputer (untuk memahami arsitektur teknis perlindungan data 

dan celah keamanannya). 

4. Orientasi Transformatif: Hasil penelitian dapat digunakan untuk 

mengembangkan modul edukasi literasi data untuk masyarakat, memberikan 

rekomendasi spesifik kepada Kominfo tentang implementasi UU PDP yang 

inklusif, atau menyusun draf kebijakan tentang tata kelola AI yang beretika. 

 

2. Studi Kasus: Keadilan Lingkungan dan Hak-Hak Komunitas Adat 

Indonesia menghadapi tantangan besar dalam keadilan lingkungan, terutama 

terkait konflik sumber daya alam yang berdampak pada komunitas adat. 

Pendekatan Tradisional: Penelitian cenderung berfokus pada analisis normatif UU 

Lingkungan Hidup, UU Kehutanan, atau UU Pertanahan, serta studi kasus sengketa 

lahan di pengadilan. Pendekatan empiris mungkin mensurvei jumlah izin 

pertambangan atau dampak ekonomi proyek infrastruktur. 

Pendekatan MHRS: 
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Partisipasi Aktif: Peneliti akan tinggal di komunitas adat yang terdampak, melakukan 

wawancara sejarah lisan (oral history) tentang hak ulayat dan praktik pengelolaan 

lingkungan, serta memfasilitasi pemetaan partisipatif wilayah adat. Ini akan 

mengungkap pengetahuan ekologis tradisional dan perspektif mereka terhadap 

"keadilan" yang mungkin berbeda dari hukum positif. 

Etika Reflektif: Mengkaji dampak penelitian terhadap dinamika kekuasaan di 

komunitas, memastikan bahwa penelitian tidak memperburuk konflik atau 

mengeksploitasi informasi sensitif. Peneliti juga akan merefleksikan posisi mereka 

sebagai akademisi "luar" dalam konteks lokal yang rentan. 

Integrasi Interdisipliner: Menggabungkan analisis hukum adat dan hukum positif 

dengan ekologi (untuk memahami dampak lingkungan), antropologi (untuk 

memahami sistem sosial-budaya komunitas), dan geografi (untuk analisis spasial 

konflik lahan melalui SIG). 

Orientasi Transformatif: Hasilnya dapat berupa model resolusi konflik yang adaptif, 

rekomendasi kebijakan untuk pengakuan hak adat yang lebih kuat, atau 

pengembangan strategi advokasi bersama komunitas adat kepada pemerintah 

daerah dan pusat. 

 

3. Studi Kasus: Reformasi Sistem Peradilan Pidana dan Restorasi Keadilan 

Reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia terus bergulir, dengan fokus 

pada keadilan restoratif dan rehabilitasi, terutama dengan hadirnya KUHP baru. 

Pendekatan Tradisional: Peneliti dapat menganalisis pasal-pasal KUHP terkait 

keadilan restoratif, membandingkannya dengan praktik di negara lain, atau 

mengumpulkan data statistik tentang kasus yang diselesaikan secara restoratif. 

Pendekatan MHRS: 

Partisipasi Aktif: Melibatkan korban, pelaku, keluarga, mediator, dan komunitas 

dalam focus group discussions atau narasi personal untuk memahami pengalaman 

mereka dengan sistem peradilan dan efektivitas pendekatan restoratif. Ini akan 

mengungkap dimensi emosional dan sosial dari keadilan yang sering terabaikan. 

Etika Reflektif: Mengkaji bagaimana proses restoratif menjamin perlindungan 

korban, memastikan partisipasi sukarela, dan mencegah reviktimisasi. Peneliti juga 

akan merefleksikan bagaimana hukum pidana dapat lebih humanis dan bukan hanya 

retributif. 

Integrasi Interdisipliner: Menggabungkan analisis hukum pidana (KUHP, KUHAP) 

dengan psikologi (untuk memahami trauma korban dan motivasi pelaku), sosiologi 

(untuk melihat peran komunitas dalam reintegrasi), dan kriminologi (untuk 

menganalisis pola kejahatan dan efektivitas intervensi). 

Orientasi Transformatif: Mengembangkan panduan praktis untuk penegak hukum 

dan mediator tentang implementasi keadilan restoratif yang efektif, merancang 

program dukungan psikososial untuk korban dan pelaku, serta merekomendasikan 

perubahan kebijakan untuk memperluas lingkup keadilan restorative. 

Melalui studi kasus ini, tampak bahwa MHRS memungkinkan ilmuwan hukum untuk 

tidak hanya menjadi penafsir hukum, tetapi juga fasilitator dialog, analis sosial-

http://issn.lipi.go.id/issn.cgi?daftar&1554089628&1&&
http://issn.lipi.go.id/issn.cgi?daftar&1551819093&701&&
https://journal-laaroiba.com/ojs/index.php/as/10276


As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga 
Volume 8 Nomor 1 (2026)   34–47   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 

DOI: 10.47476/assyari.v8i1.10276 

 

44 | Volume 8 Nomor 1 2026 
 

budaya, dan agen perubahan yang berkontribusi pada penciptaan masyarakat yang 

lebih adil dan responsif. 

 

IV. Implikasi dan Tantangan Penerapan MHRS 

A. Implikasi terhadap Pendidikan dan Kurikulum Hukum 

Pergeseran menuju MHRS menuntut perubahan mendasar dalam pendidikan 

hukum: 

Integrasi Kurikulum Interdisipliner: Mata kuliah metodologi penelitian hukum harus 

diperkaya dengan pengantar ilmu sosial (sosiologi, antropologi, psikologi), etika, dan 

filsafat ilmu. Mahasiswa perlu dibekali kemampuan berpikir lintas disiplin, bukan 

hanya terkotak-kotak dalam dogma hukum. 

Peningkatan Keterampilan Penelitian Kualitatif dan Partisipatif: Pelatihan praktik 

untuk wawancara mendalam, focus group discussion, observasi partisipatif, analisis 

naratif, dan metode partisipatif lainnya menjadi krusial. Ini melengkapi keterampilan 

analisis teks hukum yang sudah ada. 

Pengembangan Proyek Penelitian Berbasis Kasus Nyata dan Komunitas: Skripsi, tesis, 

dan disertasi dapat didorong untuk mengadopsi studi kasus yang melibatkan 

komunitas atau isu sosial konkret, bukan hanya analisis dokumen semata. Ini juga 

dapat melibatkan program klinik hukum yang terintegrasi dengan penelitian. 

Penekanan pada Etika Penelitian yang Lebih Dalam: Pendidikan etika penelitian 

harus melampaui kepatuhan administratif, menekankan refleksi moral, akuntabilitas 

sosial, dan mitigasi risiko dampak negatif penelitian terhadap subjek atau komunitas. 

 

B. Tantangan Institusional dan Budaya Akademik 

Penerapan MHRS tidak lepas dari tantangan institusional dan budaya 

akademik yang sudah mapan: 

Resistensi terhadap Perubahan Paradigma: Budaya akademik yang cenderung 

konservatif dan positivistik mungkin menolak pendekatan yang dianggap "kurang 

hukum" atau terlalu "lunak". Ada anggapan bahwa integrasi ilmu sosial dapat 

mengurangi "kemurnian" atau objektivitas ilmu hukum. 

Keterbatasan Sumber Daya: Penelitian interdisipliner dan partisipatif seringkali 

membutuhkan waktu, biaya, dan sumber daya yang lebih besar (misalnya, untuk 

perjalanan ke lapangan, fasilitasi komunitas, atau pelatihan khusus) dibandingkan 

penelitian doktrinal. 

Sistem Penilaian Akademik: Metrik publikasi dan penilaian kinerja akademik yang 

saat ini dominan mungkin tidak sepenuhnya mengakomodasi bentuk-bentuk output 

MHRS, seperti laporan kebijakan, modul pelatihan komunitas, atau karya kolaboratif 

lintas disiplin. 

Kesenjangan Keahlian Dosen: Banyak dosen hukum mungkin belum memiliki latar 

belakang atau pelatihan yang memadai dalam metodologi ilmu sosial, sehingga 

diperlukan program pengembangan kapasitas yang komprehensif. 

Kolaborasi Antar-Fakultas: Mewujudkan kolaborasi interdisipliner membutuhkan 

jembatan institusional antara fakultas hukum dengan fakultas ilmu sosial, humaniora, 
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atau ilmu komputer, yang seringkali terhambat oleh struktur birokrasi dan 

perbedaan budaya akademik. 

 

C. Peran Ilmuwan Hukum sebagai Agen Perubahan Sosial 

Meskipun ada tantangan, MHRS menempatkan ilmuwan hukum pada posisi 

yang strategis sebagai agen perubahan sosial: 

Advokasi Berbasis Bukti: Dengan metodologi yang kuat dan data yang kaya dari 

berbagai sumber, ilmuwan hukum dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang 

lebih kredibel dan berbasis bukti, meningkatkan efektivitas advokasi hukum. 

Pemberdayaan Komunitas: Melalui penelitian partisipatif, ilmuwan hukum dapat 

membantu komunitas mengartikulasikan masalah hukum mereka, memahami hak-

haknya, dan merumuskan strategi untuk mencapai keadilan. 

Mendorong Dialog Kebijakan: Ilmuwan hukum dapat memfasilitasi dialog antara 

masyarakat sipil, pemerintah, dan sektor swasta untuk mengembangkan solusi 

hukum yang inovatif dan inklusif. 

Kritikus Konstruktif: MHRS memberikan alat untuk secara kritis menganalisis sistem 

hukum yang ada dan mengidentifikasi bagaimana hukum dapat diperbaiki untuk 

melayani keadilan yang lebih luas, bukan hanya kepentingan kelompok tertentu. 

Dengan mengatasi tantangan dan memaksimalkan implikasi positifnya, MHRS dapat 

merevitalisasi ilmu hukum, menjadikannya disiplin yang lebih dinamis, relevan, dan 

berkontribusi secara nyata pada penciptaan masyarakat yang lebih adil dan responsif. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Refleksi metodologis dalam ilmu hukum secara jelas menunjukkan bahwa 

paradigma konvensional—baik normatif-dogmatis maupun empiris-sosiologis—

meskipun memiliki kekuatan historis dan analitis, kini menghadapi keterbatasan 

signifikan dalam merespons kompleksitas isu sosial kontemporer. Abstraksi hukum 

dari realitas sosial, kegagalan mengatasi isu lintas sektoral, dan tantangan etika 

penelitian menjadi bukti bahwa ilmu hukum membutuhkan pendekatan yang lebih 

holistik. 

Untuk mengatasi keterbatasan ini, artikel ini mengusulkan Metodologi 

Hukum Responsif Sosial (MHRS) sebagai paradigma penelitian baru. MHRS dibangun 

di atas tiga pilar utama: partisipasi aktif masyarakat sebagai co-researcher, etika 

reflektif yang mendalam dalam setiap tahapan penelitian, dan orientasi transformatif 

yang menjadikan hukum sebagai agen perubahan sosial. Inti dari MHRS adalah 

integrasi interdisipliner yang kuat dengan ilmu sosial, humaniora, dan bahkan 

pemanfaatan teknologi seperti big data dan AI, yang semuanya diarahkan untuk 

mencapai pemahaman hukum yang lebih kontekstual, inklusif, dan berorientasi pada 

keadilan. 

Penerapan MHRS di Indonesia, sebagaimana diilustrasikan melalui studi 

kasus perlindungan hak digital, keadilan lingkungan bagi komunitas adat, dan 

reformasi sistem peradilan pidana, menunjukkan potensi besar untuk menghasilkan 

penelitian hukum yang lebih relevan, memiliki dampak sosial yang nyata, dan 

mendorong perubahan kebijakan yang adil. Meskipun demikian, MHRS juga 
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menghadapi tantangan signifikan, terutama dalam aspek pendidikan dan kurikulum 

hukum, resistensi budaya akademik, serta kebutuhan akan sumber daya yang lebih 

besar. 

Pada akhirnya, MHRS mengajak ilmuwan hukum untuk tidak hanya menjadi 

penafsir atau pengamat hukum, melainkan menjadi agen perubahan yang aktif, 

fasilitator dialog, dan kritikus konstruktif yang menggunakan pengetahuannya untuk 

membentuk masyarakat yang lebih adil dan responsif. Transformasi metodologi ini 

krusial untuk memastikan ilmu hukum tetap menjadi pilar utama dalam 

pembangunan masyarakat yang berkelanjutan dan berkeadilan di era yang terus 

berubah. 
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